
 

 
BUPATI BENGKULU SELATAN 

PROVINSI BENGKULU 

 

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN 

NOMOR  34 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKULU SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 
...... Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Tahun Anggaran 2021, maka perlu ditetapkan  
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu 
Selatan Tahun Anggaran 2021; 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan TAhun 

Anggaran 2021. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1091); 

  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang  
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );  

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan `Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
  5. 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 4438); 
  7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
Anggaran 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1425); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Repbulik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 



2016 Nomor 09); 
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu 

Selatan Tahun 2020 Nomor 6); 
  16. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 

2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 

Selatan Tahun 2020 Nomor 42), sebagimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu 
Selatan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Selatan Tahun 2021 Nomor 36); 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri dari: 

1. Pendapatan  

 a. Pendapatan Asli  Daerah Rp. 72,499,882,535.25 

 b. Dana Transfer Rp. 875,052,434,790.00  

 
c. Lain-lain Pendapatan AsliDaerah 

yang Sah 
Rp. 28,355,950,992.00 

   

  Jumlah Pendapatan Rp. 975,908,268,317.25 

 
2. 

 
Belanja Daerah  

 

 a. Belanja Operasi   
  1) Belanja Pegawai Rp. 422,593,473,719.20 

  2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 208,803,667,130.00  
  3) Belanja Hibah Rp. 16,042,846,100.00 
  4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1,428,400,000.00 

  Jumlah I Rp. 605,428,527,519.20 
     

 b. Belanja Modal   

  
1) Belanja Modal Peralatan dan  
    Mesin  

Rp. 15,565,416,196.00 

  
2) Belanja Modal Gedung dan   
    Bangunan 

Rp. 45,855,240,832.00  

  
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan  
    dan Jembatan 

Rp. 44,120,390,052.00 

  
4) Belanja Modal Aset Tetap  
    Lainnya    

 3, 288,275,518.00 

  Jumlah II Rp. 317,632,989,728.00 



     
 c. Belanja Tak Terduga Rp. 12,740,000.00  
     
 d. Belanja Transfer   
  - Belanja Bantuan Keuangan ke Desa Rp. 165,351,067,700.00 
     
 Jumlah Belanja (Jumlah a + b + c + d) Rp. 923,061,517,247.20 

  Surplus/(Defisit) Rp. 52,992,404,465.05 

3. Pembiayaan   

 a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 2,861,672,679.04  

 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00  

  Pembiayaan Netto Rp. 2,861,672,679.04 

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 55.854.077.144,09  

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Selatan. 

       Ditetapkan di  Manna 

pada tanggal   18 Agustus 2022 

BUPATI BENGKULU SELATAN, 

 

 

GUSNAN MULYADI 

Diundangkan di   Manna 

pada tanggal  18 Agustus 2022 

         SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BENGKULU SELATAN 

 

                SUKARNI 

    

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 

NOMOR 34 


